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GAMBARAN UMUM SEKWAN KABUPATEN WONOGIRI

2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD  mempunyai tugas menyelenggarakan  administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya
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2.2. Struktur Organisasi

SEKRETARIS
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERSIDANGAN PRODUK HUKUM DAN

DOKUMENTASI

I I I I

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN RISALAH PRODUK HUKUM
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- — —
PERLENGKAPAN DAN RUMAH KEUANGAN HUMAS DAN PROTOKOL DOKUMENTASI HUKUM
TANGGA

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sumber : Setwan Kabupaten Wonogiri
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A

Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi bidang

kepegawaian sekretariat DPRD dan anggota DPRD, fasilitas peningkatan kapasitas

anggota DPRD, fasilitasi fraksi, penyelenggaran pengadaan dan pemeliharaan

kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana serta pengelolaan aset. Bagian umum

dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut ini.

a.

Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian sekretariat
DPRD dan anggota DPRD

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan anggota fraksi
Pelaksanaan penyediaan fasilitasi sarana prasarana dan tenaga ahlifraksi
Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaab dan pemeliharaan kebutuhan rumah
tangga di lingkungan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
di lingkungan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan penyelenggaran pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya

Bagian umum terbagi menjadi 2, yaitu :

a)

b)

B.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian umum dan kepegawaian
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan administrasi bidang
kepegawaian sekretariat DPRD dan anggota DPRD, fasilitasi kunjungan kerja,
peningkatan kapasitas aparatur dan anggota DPRD, fasilitasi alat kelengkapan
komisi DPRD dan fasilitasi sarana dan prasarana dan tenaga ahli fraksi.

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Sub bagian perlengkapan dan
rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan
administrasi bidang pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga,
saraana dan prasarana serta pengelolaan aset.

Bagian Perencanaan dan Keuangan
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Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan

administrasi bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan. Bagian perencanaan dan

keuangan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut ini.

a.

Pelaksanaan administrasi perencanaan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat
DPRD
Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat
DPRD
Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan pimpinan dan anggota
DPRD
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian perencanaan dan keuangaan, terbagi menjadi 2, yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan administrasi perencanaan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat
DPRD.

b) Sub Bagian Keuangan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD.

C. Bagian Persidangan

Bagian persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi

bidang persidangan. Bagian persidangan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana

berikut ini.

a.
b.

C.

Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan kajian perundang-undangan,
Pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda dan non Raperda,

Pelaksanaan verifikasi, koordinasi, mengevaluasi dan penyusunan risalah rapat
serta Daftar Inventaris Masalah (DIM),

Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyerapan aspirasi DPRD,

Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran persidangan,

Pelaksanaan penyelenggaraan publikasi, protokol dan kehumasan, dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.
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Bagian persidangan terbagi menjadi 2, yaitu :

a) Sub Bagian Risalah. Sub bagian risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan penyelenggaraan kajian perundang-undangan, koordinasi
pembahasan Raperda dan non Raperda, verifikasi, koordinasi, mengevaluasi dan
penyusunan risalah rapat serta DIM.

b) Sub Bagian Humas dan Protokol. Sub bagian humas dan protokol mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
penyerapan aspirasi DPRD, persidangan, dan penyelenggaran publikasi,
protokol dan kehumasan.

D. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi

Bagian produk hukum dan dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan
dukungan administrasi bidang produk dan dokumentasi hukum, perpustakaan dan
fasilitasi penyediaan tenaga ahli. Bagian produk hukum dan dokumentasi dalam
menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut ini.

a. Pelaksanaan penyiapan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda

inisiatif,

b. Pelaksanaan penyiapan pengumpulan bahan draf raperda inisiatif,

c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah,

d. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan

tenaga ahli,

e. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum,

f. Pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi hukum, dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian produk hukum dan dokumentasi terbagi menjadi 2, yaitu:

a) Sub Bagian Produk Hukum. Sub bagian produk hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik

dan draf raaperda inisiatif, pengumpulan bahan draf raperda inisiatif, keputusan
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DPRD/pimpinan, fasilitasi raperda inisiatif serta fasilitasi penyusunan program
pembentukan peraturan daerah.

b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Sub bagian dokumentasi hukum mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan merencanakan
penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan
perpustakaan dan dokumentasi hukum.

2.3. Visi dan Misi Sekretariat Kabupaten Wonogiri
VISI

“Terwujudnya Pelayanan yang Optimal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Lembaga DPRD.”
MISI

Berdasarkan definisi visi tersebut diatas dan untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD,
maka dapat dirumuskan 4 ( empat ) misi, sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan,
administrasi  keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan olen DPRD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,

2. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas,
protokol dan humas,

3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pembinaan admnistrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan

4. Melaksanakan analisis penyiapan pembuatan risalah rapat, menyiapkan
persidangan, bahan rapat dan tata ruang sidang serta dokumentasi dan

perpustakaan.
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2.4. Tinjauan Pustaka
2.4.1. Manajemen

Ebert & Griffin (2019) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
memimpin, dan mengendalikan sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi
organisasi untuk mencapai tujuannya. Di setiap masing-masing perusahaan, manajer
yang mengawasi penggunaan semua sumber daya yang digunakan. Menurut Daft (2010)
dalam bukunya yang berjudul Era Baru Manajemen menyatakan bahwa manajemen
adalah pencapaian berbagai tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien
melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya
organisasional. Menurut Kinicki dan William (2016) mengungkapkan bahwa,
“Management is defined as (1) the pursuit of organizational goals efficiently and
effectively by (2) integrating the work of people through (3) planning, organizing,
leading, and controlling the organization’s resources”. Apabila diterjemahkan,
manajemen didefinisikan sebagai pencapaian tujuan dari suatu organisasi secara efektif
dan efisien dengan mengintegrasikan pekerjaan orang-orang melalui perencanaan,

pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

2.4.2. Manajemen Sumber daya Manusia
Dessler (2017), manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses acquiring,

training, appraising, dan compensating karyawan, dan mengurus hubungan Kerja,
kesehatan dan keamanan serta masalah keadilan karyawan. Manajemen Sumber Daya
Manusia mengandung aktivitas yang dilakukan manajer untuk merencanakan, menarik,
mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif (Kinicki & Williams,
2016). Selanjutnya, menurut Nickels et al. (2016) manajemen sumber daya manusia
adalah suatu proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan kemudian
merekrut, memilih, mengembangkan, memotivasi, mengevaluasi, memberi kompensasi,

dan menjadwalkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.4.3 Manajemen SDM di Pemerintahan
Menurut Zaenuri (2015), hal yang mendasar dalam manajemen SDM di

pemerintahan ialah harus mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan baik pemerintah

pusat maupun daerah, sedangkan untuk sektor swasta lebih leluasa untuk menentukan
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teknik dan mekanismenya sendiri tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang
harus ditepati sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Adapun terdapat fungsi-fungsi

Manajemen SDM birokrasi pemerintahan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Analisis pekerjaan. Menganalisis setiap pekerjaan yang akan diberikan kepada
tenaga kerja agar dapat memberikan pola kerangka menyeluruh tentang syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga kerja terhadap pekerjaan tertentu.

2. Merekrut tenaga kerja. Kegiatan untuk pengadaan dan menarik tenaga kerja guna
mengisi posisi dan formasi yang belum terisi di dalam perusahaan.

3.Seleksi tenaga kerja. Kegiatan seleksi tenaga kerja untuk memilih tenaga kerja
yang memenuhi persyaratan.

4.Penempatan tenaga kerja. Menempatkan tenaga kerja sebagai unsur pelaksana
pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan
keahliannya.

5.Induksi dan orientasi. Menjelaskan kepada tenaga kerja baru yang akan mulai
bekerja tentang bagaimana suatu pekerjaan harus diselesaikan.

6.Pemberian kompensasi. Memberikan balas jasa atau imbalan jasa pada tenaga
kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan kontribusi nya dalam
mencapai tujuan perusahaan.

7.Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan dan
mengembangkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan tenaga kerja
baik yang akan diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang baru maupun
yang telah memiliki tanggung jawab sebelumnya.

8.Penilaian kinerja. Mengevaluasi pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan, juga
dimaksudkan untuk mengetahui sejaun mana kemampuan, kecakapan dan
keterampilan kerja yang dimiliki tenaga kerja,.

9. Mutasi. Memindahkan tenaga kerja dari satu unit atau bagian pekerjaan ke unit
atau bagian pekerjaan lain dalam satu perusahaan atau perusahaan lain dianggap
setingkat atau sejajar dengan pekerjaan sebelumnya,.

10. Promosi. Promosi adalah memindahkan tenaga kerja dari suatu jabatan ke

jenjang jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya.
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11.

12.

13.

14.

Pemotivasian. Pemotivasian adalah memberikan dorongan kepada tenaga kerja
agar pada dirinya tumbuh kondisi yang menggairahkan di dalam melaksanakan
pekerjaan.

Pembinaan moral kerja. Pembinaan moral kerja bertujuan agar tenaga kerja
dapat melakukan pekerjaan lebih giat dan timbul rasa suka pada pekerjaan yang
diberikan.

pembinaan disiplin kerja, Pembinaan Disiplin Kerja bertujuan agar tenaga kerja
dapat menaati dengan penuh kesamaan dan tanggung jawab terhadap norma,
peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan baik yang tertulis
maupun yang tidak.

Penyeliaan tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja. Penyeliaan tenaga
kerja bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang telah, sedang
dan akan dikerjakan oleh tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja untuk
memberhentikan tenaga kerja dari jabatan atau pekerjaan semula oleh
perusahaan Sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 2014 lingkup manajemen
SDM di pemerintahan mencakup: peyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi,
mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,

pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
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